Pengantar Penulis
Memahami Hakikat

Otonomi Daerah

fajar 1 Januari 2001 mulai menyingsing, ketika itulah
ah harapan pemerintah dan masyarakat daerah
1pakkan wujudnya. Dengan sedikit rayuan mautnya,
initah pusat berhasil “menggombali” daerah berupa
lementasi Undang-undang No 22 Tahun 1999
’emerintahan Daerah dan No 25 Tahun 1999
erimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
keharmonisan hubungan pusat-daerah yang
vicrcabik, dengan janji implementasi kedua undang-
2 tersebut, hari itu kembali berpadu.
Aasih dalam keadaan terpaksa, katena tidak ada cara
21 daerah untuk dapat menuntut haknya yang telah
irampas oleh pusat, akhirnya janji itu pun diterima.
ecara legal formal pada awal tahun baru abad ke -
jadilah Indonesia menganut sistem desentralisasi.
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sistem pemerintahan baru, penggant sistem lama

bersifat hegemonik dan sentralistik.
Terbentuknya sistem pemetintahan baru ini, tentu
nenjadi menarik perhatian banyak orang, Sebab, lebih

1
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sctengah abad lamanya Indonesia terkungkung oleh
m sentralistik, tiba-tiba hendak berubah secara drastis.
, beratus-ratus pertanyaan dan keraguan pun
tnculan. Beberapa di antaranya malah bersifat
rat, seperti; benarkah pemerintah pusat betul-betul

kan mengimplementasikan otonomi di daerah?

ckah janji itu hanya strategi pusat dari ketakutan akan
tegrasi bangsa yang waktu itu sedang hangatnya
nuruh di daerah? Dan masyarakat daerah sendiri
mana merespon; tidakkah mereka terjebak pada ego
-tahan?

waban atas pertanyaan-pertanyaan di atas,

izguhnya sudah dapat dicerna dari beberapa

na yang terjadi semenjak undang-undang tersebut

idiberlakukan, Fenomena belum dan tidak petnahnya

dibeti kesempatan untuk maju dan menikmati
-sumber pendapatannya adalah realita yang petlu
iti. Mengatakan daerah belum sanggup dan belum
diberi kebebasan, merupakan trik dan akal-akalan

susat untuk menutupi ketidakmampuannya mengeloia

s2 ini. Padahal, seharusnya pusat menyadari bahwa
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crintah daerahlah yang paling mengerti kondisi

" wilayahnya.

Oleh karenanya, kita sangat menyesalkan kebijakan

ang mau enaknya sendiri. Kita masih berharap

2 pusat sudah selayaknya membetikan kebebasan
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dzerah dalam menentukan akan dibawa dan mau
nzkan masyarakatnya, meskipun tidak lepas dari

gara kesatuan. Daerah tidak zamannya lagi terus
1 dizalimi. Sudah cukup kiranya waktu setengah
1 bagi daerah menahan penderitaannya.

nbedakuan otonomi daerah yang membuka pintu

»ahan, tentu saja menjadi momentum yang patut

fingkan kehadirannya. Perubahan yang ada, pada
: membuka kemungkinan lain, yakni potensi untuk

ayakan masyarakat. Desentralisasi yang bergulir,

angkan banyak makna. Satu yang utama di
iva adalah terdapatnya otoritas daerah, yang

akan akibat dari pelimpahan kewenangan pada

nun sangat disayangkan, kualitas pelimpahan
an ini sering disalahtafsirkan oleh masyarakat
ndiri. Sehingga, tak jatang kita dengar bahwa di

pa daerah, malah terjadi pertentangan yang
ng penyebabnya hanya karena perbedaan

an. Banyak “aturan main” yang mercka
an demi kepentingan pribadi atau daerahnya.
ni makin dipersempit dengan munculnya ego

i1,

ovinsi Riau sebagai salah satu daerah yang

i untuk berkembang di era otonomi, tak terlepas
a friksi ego kedaerahan. Banyak kasus yang dapat
zan contoh, di mana masih kentalnya bau

han di Bumi Lancang Kuning ini. Salah satunya
ilihat dari fenomena musyawarah besar (Mubes)

n kabupaten.



:nyelenggaraan Mubes tujuannya tidak lagi untuk

«jahterakan masyarakat, tetapi lebih mengarah pada

lisasi dari hasrat memisahkan diri dari kesatuan

h kabupaten yang ada. Kita tidak tahu, apakah hal

t akibat dari kefrustasian selama ini terhadap
» kekuasaan pemerintahan yang sentralistik.
72 hal ini perlu pengkajian lebih mendalam.

clain itu, keinginan untuk memerkarkan wilayah

1enunjukkan pernik-pernik ego kedaerahan yang
elakangi oleh kesamaan suku dan adat istiadat.

can, ada Mubes di suatu wilayah yang cenderung
‘omis, sampai-sampai mempertentangkan nama
aten baru yang akan dimekatkan melalui demontrasi
uk. Keadaan ini tentunya kontta produktif dengan

:ssensial dari pemekaran itu sendiri.

Scharusnya, daerah-daerah menyadari bahwa

ingan mereka masih panjang untuk merebut haknya

asth dikuasai pusat. Itu artinya, eksistensi sebuah

s hendaknya tidak saja berorientasi pada sekedar

an untuk memekarkan wilayah, tetapi lebih
nkan bagaimana memberdayakan masyarakat di
idang. Inilah sesungguhnya hakikat dari otonomi
ita dicetuskan oleh para konseptornya.

engakhiri pengantar ini, dengan kerendahan hat

 saya akui bahwa buku ini tidak akan hadir di tangan

a tanpa uluran tangan atau kerjasama dari berbagai
{epada Bapak drh. H Chaidir, MM (Ketua DPRD
t Riau), yang di tengah kesibukannya masih sempat

angkan waktu untuk sedikit memberikan catatan

antar). Para pimpinan dan rekan-rekan di media cetak
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th bersedia menampilkan percikan-percikan
1 saya dalam bentuk artikel, patut saya berikan
aan. Terutama kepada Harian Pagi Réau Pos yang
enyediakan “tempat” untuk menuangkan

itas saya dalam menulis.

nghatrgaan juga saya berikan kepada Saudara
in, Redaktur SKK Babana Mabasiswa Universitas

va percaya bahwa sebab ketekunannyalah, tulisan
da mulanya berupa lembaran-lembaran artikel ini,

njadi buku sederhana yang sekarang berada di -

sembaca. Saudara Elmustian Rahman dari Unr
iin stafnya yang telah bekerja keras untuk
itkan buku ini, juga patut saya hargai. Ucapan

sih saya tujukan kepada Pemprov Riau, Pemkab

it Hulu (Bupati H. Thamsir Rahman), Ir. Imhar
i, Basrizal Koto, serta kepada semua pihak yang
.t berjasa membantu terselesaikannya buku ini.

atu hal yang pasti, saya menyadari bahwa buku ini
2 jauh dari unsur kesempurnaan. Bak kata orang

\ada komputer yang tidak dimasuki virus”, begitu

an karya ini, belumlah lepas dati kesalahan dan
ran. Untuk itu, tangan saya selalu terbuka
 kritik dan saran pembaca, demi perbaikan esok

ntunya. Amin ¥¥*

Pekanbaru, Maret 2002
Edyanus Herman Halim, SE., MS
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Pengantar drh. H Chaidir, MM
Otonomi Daerah dan
1ang Menghadapi Globalisasi

ctika Saudara Edyanus Herman Halim

timkankan draf buku yang berjudul, “Menangkap

1 Otononri Daerab; Menepis Ego Keadaerahan, Memacu

d:rian Ekonomi Rakyat”, dan meminta saya member-

zantar, sesungguhnya saya gamang. Kegamangan
ul, ketika setelah membacanya, saya menyadari
lah hampir semua hal terkupas secara baik, hingga
skali celah yang tersisa untuk masuk, terutama

konteks Riau. Akhirnya, saya memutuskan untuk

lkan beberapa catatan “yang bersifat umum”
stonomi daerah yang sedang kita laksanakan ini.
aingin memulai catatan ini dengan mengelabotasi
isuf politik Perancis, Jean Bodin dalam .4 History
a/ Theory yang menyebutkan bahwa otonomi
1 sebuah ruang dalam kedaulatan, sebuah
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liparidang sebagai sebuah kebebasan mutlak. Sebab, iﬂfa 1%”&-‘
n@mi dipandang sebagai kebebasan mutlak, maka yang =%
1cul adalah perpecahan [fragmentation] dan terjadinya

mbaharuan 1998, memang merupakan sebuah toplk

lentuman besar yang memecahkan kekakuan 51st1rli
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cdamiatan yang tak lengkap dan sebuah kekuasaan }':IIE ame
ndk dalam batasan-batasan negara. Dalam catatan yarig 4™
1, Bodin, juga mengatakan bahwa otonomi tak faxsa 3’”%

oy

@l

R

t.sckat hubungan sosial [sectimalism] dalam hubungan

mesintah dengan rakyat.

Alengapa saya memulainya dengan Jean Bodin? Jean
i1 saya rujuk karena saya mencatat bahwa telah terjadi

. perkembangan yang menarik dari pelaksanaan
‘e, yaitu dalam bentuk munculnya dua pemahaman

s saling kontraproduktif. Dua pemahaman itu

lalgukan tarik-menarik secara dahsyat, yaitu pemahaman
ng wlemikian melebar tentang hakikat otonomi dari
nasyarakat pada satu sisi, dan ketakutan pemerintah pada
‘. Dewasa ini, dua pemahaman itu selalu bertemu

ra frontal sehingga memberikan efek negatif yang
p signifikan terhadap perjalanan otonomi itu sendiri.
f dari itu, Jean Bodin, juga saya rujuk, agar kita semua

at menafsir dan memandang otonomi secara lebih arif.
Jengan cara pandang demikian, maka pemetintah menjadi
© dengan memberikan hak-hak daerah secara memadai,

kita semua pula menjadi arif dalam menuntut sesuatu,

cria bagaimanapun kita tetap merupakan bagian dari

‘buzh negara yang bernama Indonesia.

Pembahasan tentang Otonomi pasca gerakan#

i vang selalu dibicarakan. Otonomi menjadi semacarP.



istrasi, sisim keuangan, kebijakan dan sentralisasi
ngunan, Mulai dari para pakar, sampai masyarakat

. otonomi ini diperkatakan. Mungkin ada sebuah
. mengapa otonomi daerah menjadi semacam
iman besar’” [big bang], yaitu karena memperkatakan
11 sama halnya memperkatakan mimpi, harapan, dan
mkmuran, yang selama ini hilang dalam beberapa
. oleh sistim pemerintahan yang sentralistk dan
(f. Tak hanya itu, otonomi sekaligus diharapkan
awaban ke depan.

akah otonomi? Mengapa otonomi menjadi

1 yang penting? Dalam bahasa yang paling sederhana

mi diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak
ning pada siapapun. Dalam bahasa yang lebih politis,
onteks hubungan pusat-daerah, otonomi
akan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh daerah
nengatur sistim administrasi birokrasi, kevangan,

can publik, dan hal-hal lain, dalam batasan-batasan

-lah ditetapkan dan disepakati bersama.

Jtonomi daerah menjadi suatu hal yang penting,

emata-mata karena otonomi memberikan
gan yang besar kepada daerah, tapi dcngan‘
- sebuah pembangunan yang lebih terarah dan
asaran akan lebih dimungkinkan. Kita selama ini
riclihat, ketika kebijakan ekonomi dan pembangunan
ikan oleh pemerintah pusat, maka banyak sckali

tan yang dilakukan itu menjadi tidak tepat sasaran.
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otonomi, pemerintah suatu daerah akan lebih
liksanakan program ekonomi dan pcmbangunan
nempertimbangkan kondisi tiil daerah yang ada
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¥ ﬂrccpatan ‘pembangunan daerah lebih dapat
cs nakan katena otonomi membetikan peluang
1s1al yang lebih baik, yang apabila dxgunakan secara
imal, akan dapat menciptakan jalan kemakmuran bagi
arakat,

Riau sebelum dan sesudah pemberiakukan UU
1omi Daerah, merapakan sebuah contoh yang menarik
1 memandang otonomi itu sendiri. Sebelum undang-

otonomi daerah diberlakukan, Riau adalah sebuah
etapa tidak, sebagai daerah penyumbang terbesar
bangunan nasional -dengan kekayaan alam yang
ah- Riau justru termasuk dalam kelompok provinsi
in di Indonesia. Kondisi ini disebabkan karena Rian
| sebuah provinsi tidak memiliki bagian yang
ai serta tidak memiliki kewenangan yang besar
k menentukan kebijakan pembangunan, sehingga
it segala hal Riau menjadi tertinggal. Tetapi, setelah
ya otonomi daerah, pembangunan dan pengembangan
1 rakyat melalui berbagai program mulai menun-
tanda-tanda menggembirakan. Tidak hanya pada
provinsi, pada daerah kabupaten dan kota,
1an pembangunan terlihat pada setiap sektor.

30N = BTE Nl
001U Cen [

womi sebagai Modal Menghadapi Era Global
Secara umum, di atas telah dijelaskan bahwa otonomi
t memberikan kegairahan pembangunan dalam
“apai tujuan ke depan. Atas dasar itu, otonomi menjadi
atu yang tidak mungkin ditidakkan. Otonomi ini
acli sebuah keharusan, bukanlah dengan tujuan untuk
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comodir ego atau kepentingan daerah semata, tapi

ar dari itu, otonomi memang kita perlukan. Dalam

ks Riau, otonomi dipetlukan untuk mempersiapkan
{zlayu Riau menghadapi tantangan dunia ke depan

egala kecenderungan-kecenderungannya. Salah

ntuk kecenderungan masa depan yang

utuhkan pertahanan yang kuat bagi kita, adalah

ngan bebas sebagai konsekuensi globalisasi.

>balisasi atau kesejagatan merupakan sebuah
ungan dan realitas abad.. Globalisasi membuat

tas dalam hubungan antar puak, bangsa, dan

rnenjadi kehilangan arti. Setiap hari, orang-orang
>s1a dengan mudah dapat mengetahui serta

kan hubungan dengan berbagai negara, dan begitu

liknya, Tidak hanya dalam hal arus informasi,

lam hubungan ekonomi, arus ideologi, atus barang,
:lcan arus lalu lintas budaya. Globalisasi membuat

:at dunia seperti berdiam dalam sata rumah yang

sekat.

Orang-orang Melayu Riau dan Provinsi Riau, sebagai

n negara Indonesia tak sedikit pula terkena imbas
alisasi ini. Orang-orang Melayu, yang selama ini
ch kebijakan politik dan ekonomi negara [pusat]

lak adil, dipaksa pula bersaing dengan wilayah-
b lain yang secara nyata tidak mungkin bersaing

>erbagai persoalan. Dalam hal sumberdaya
orang Melayu Riau, terang saja masih kalah,
embangunan pendidikan baru dilakukan secara

‘telah Riau menjadi provinsi sendini pada tahun 1957,

a daerah lain sudah terbangun sejak awal.
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Kengerian ini dapat dilihat dari bagaimana sejumlah
:h Riau hanya menjadi tempat “pembuangan sampah”

itz lain, seperti pada sejumlah pulau di Kepulauan Riau
atam, tanpa mampu melakukan proses imbal balik
12 terbatasnya sumberdaya manusia dan produktivitas.

1 internasional Indonesia yang salah, dengan tanpa
rtimbangkan kepentingan-kepentingan daerah.

ntuk menghadapi keadaan yang diterima oleh or-
layu Riau sebagai akibat globalisasi ini, maka perlu
an langkah-langkah strategis, agar tidak semakin

iwuk dari satu kekalahan kepada kekalahan yang lain.
1 satu langkah strategis yang perlu dilakukan, adalah
ukan atau memberikan proteksi terhadap orang-or-

:layu Riau. Proteksi ini menjadi penting, karena
yakan suatu hal yang tidak mungkin membiarkan

s Melayu Riau bersaing secara tidak setara dan tidak
bang dengan keluatan-kekuatan yang berada di luar
2, yang secara nyata lebih kuat dan siap. Dan kita

bisa melakukan itu dengan otonomi. Dengan
1 dan kemungkinan kemakmuran yang lebih besar
risiwa otonomi tersebut, maka kita akan dapat
kan sejumlah kebijakan yang membuat kita tetap

bermain dengan baik dalam pergaulan global yang
2clilinginya.

elemahannya selama ini adalah, bahwa orang-ot-

iclayu Riau dan juga Provinsi Riau tak bisa melakukan

-sebagai konsekuensi sub-negata yang sentralistik.
1 diberlakukannya UU Otonomi Daerah yang
tikan kesempatan cukup luas bagi daerah untuk
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wtur dirinya senditi. Maka hal itu dimungkinkan untuk

nodal dalam menghadapi realitas yang ada. Adalah
:nyatan, bahwa setabun otonomi ini, telah

rikan sedikit kecerahan bagi orang-orang Melayu

1 lain yang lebih penting dati peristiwa otonomi
n hanya soal material yang didapat oleh Riau

i akibat dari sumberdayanya yang besar, tapi dengan
11, Riau dapat membuat kebijakan-kebijakan publik,

an ckonomi, yang mengarah pada kemaslahatan
elayu itu sendiri. Peluang membuat kebijakan

ri tni sangat penting bagi Riau yang berhadapan
angsung dengan negara lain, sehingga orang Riau

lebih dulu dapat mempertimbangkan segala

» sebelum membuat keputusan tentang sesuatu.

cmudian, pergaulan global memetlukan pertahanan
iemadai. Dengan otonomi, pemerintah Riau lebih
i mengurus orang-orang Melayu dan membawa

4 menuju kemakmuran. Jika orang-orang Melayu

[ TS =2

=

miliki kehidupan dan sumberdaya manusia yang
ca sergapan gelombang globalisasi dapat mereka
1 mereka mainkan dengan bagus.

akanya, saat ini pemerintah terkesan melakukan
“dalam hal otonomi. Lebih dalam lagi, tethadap
akan ada semacam konspitasi sistematis yang
n oleh orang dan kelompok tertentu, yang
1 bermuara pada pengebirian hak-hak Riau
sumberdaya. Konspirasi itu tetlthat, bagaimana
erusaha mengurangi Dana Alokasi Umum [DAU]
nunda pengelolaan CPP Block, dan menyetujui
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sil migas yang zalim lewat RUU migas yang jelas-

tidak manusiawi bagi Riau yang selama ini tertindas.

Jika tujuan negara adalah kemakmuran rakyat,

apa Pemetintah Pusat harus gamang memberikan

sil yang berimbang bagi Riau? Jawabnya mungkin
atu: karena hal itu mengurangi daya tekan mereka
p daerah. Selama ini pemerintah sudah terbiasa
1ggap bahwa hubungan pusat daerah itu dalam

“Tuan dan Hamba” (Patron and Cliend) bahkan
s dan Budak” (S/are dan Master). Jika merujuk dan
aborasi Hernando De Soto dalam The Oiber Path,

a clapat kita katakan; “Bahwa kondisi fsikologis yang

mikian ini terjadi karena pusat kekuasaan selalu

g

)

1ggap babwa kehendak politik mereka (poltical volun-
1arus merupakan faktor utama dari segala sesuatu
an terjadi dalam sebuah negara”. Padahal hal itu
idak memungkinkan lagi, karena tidak ada seorang

sia atau kekuasaan yang mampu memahami dan

ampung seluruh proses evolusi sosial, atau

skinan perubahan yang berlangsung secara revo-
r, sebagaimana yang telah tetjadi di Indonesia dan
au pada saat ini.

itonomi, terlepas dari kelebihan dan

wangannya, merupakan jalan awal yang bagus dalam
ciptakan kemandirian, seperti yang kita lihat pada
nlah negara federal seumpama Amerika, Malaysia, dan

nya. Untuk ita, otonomi menjadi sesuatu yang tak

itawar, bahkan harus dikembangkan secara lebih baik.

sebagai sub-negara, tidak akan bisa berbuat banyak

mereka tidak mempunyai kekuatan yang dapat
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»angi ancaman yang masuk. Ustuk kasus Indo-

Senetapan otonomi sudah merupakan langkah yang

n dan Pembangunan Sumberdaya

“ian memiliki modal yang besar untuk menyambut

pan, dan jika otonomi berjalan sebagaimana

2, niscaya Riau akan memiliki masa depan yang

‘aling tidak, ada beberapa kekuvatan dasar dan besar

 yang bisa digunakan untuk mengembangkan diri
sa depan, dan sekaligns sebagai instrutnen untuk

< dlalam dunia giobal, baik itu berbentuk kekuatan

maupun kekuatan yang tidak nyata. Secara garis

{iau paling tidak memiliki dua kekuatan.
srtama, Sumber Daya Alam dan Kapasitas Industri.
umum, Riau dapat dikatakan memiliki sumberdaya

« kapasitas industti yang terdepan di Indonesia.

cclaya alam dan kapasitas Industri menjadi penting
1 instrumen menuju dunia global, katena dalam

n, baik itu bersifat antar daerah, maupun antar
-lalu didasarkan pada hubungan kepentingan yang
nguntangkan (mutnal symbiose).

ua, Letak Geografis Riau yang Strategis. Kondisi

fis Riau yang berbatasan langsung dengan sejumlah

eperti Singapura, Vietnam, Malaysia, China, dan

2 negara Asia lain, merupakan sebuah poin positif

enuju pergaulan global serta sekaligns memetik
dari pergaulan tersebut. Kedekatan wilayah
1egara lain, memungkinkan orang Melayu Riau
lakukan hubungan secara mandiri dengan negara
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baik ite dalam bentuk hubungan ekonomi, maupun
nudaya Contoh yang dapat diketengahkan di sini

b tetbentuknya hubungan segi tiga ekonomi “Stjoti”

nelibatkan Rian, Johor, dan Singapura.
Pada masa depan, dengan kebijakan yang lebih adil

metintah pusat terhadap Riau, dan atau melalui

hasil dan konsekuensi logis dati sistem otonomi

, maka orang Melayu Riau akan lebih dapat
nbangkan diti secara ekonomi dan sosial budaya
memanfaatkan kondisi wilayahnya yang strategis.
asa sekarang pun -meski dengan hubungan timbal-
aing tidak seimbang- secara mandiri orang-orang

7o Riau telah melakukan hubungan sebagai akibat
catan wilayah tersebut, seperti orang Melayu Batam
aijungpinang dengan pengusaha Singapura dan Ma-
a. Dengan sistem dan pelaksanaan sistem yang lebih

Jak mustahil pada masa depan, orang Melayu Riau

dapat mendapat manfaat yang lebih besar dari kondisi
Jea yang menguntungkan ita.

Namun demikian, meski Riau memiliki sejumlah
an, tapi jika tidak diiringi sejumlah elemen
ung yang baik, semua kekuatan yang ada tidak akan
1 guna. Untuk itu, dalam kasus Riau, sejumlah

nea pendukung, secara terus-menerus harus
intapkan, dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah, ..
r-unsut pimpinan masyarakat, dan masyarakat itu

aling tidak ada beberapa hal utama yang harus
di perhatian. Pertama, Sumberdaya Manusia.
rdaya manusia yang baik merupakan elemen utama




penting. Untuk itu pengembangan sumberdaya

iz menjadi suatu kewajiban dalam menghadapi

an global. Kemajuan dan daya tahan suatu

‘akat tidaklah bergantung pada kuantitas, tapi lebih

eel

kualitas penduduk. Kualitas penduduk

sungan langsung dengan kemampuan suatu daerah

ot

engelola sumberdaya alam yang mereka miliki.

1l ini, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

1 harus dilakukan secara baik dan terarah, melalui
atan mutu pendidikan di Riau. Dan tentu saja hal

I

- ditentukan oleh kebijakan pendidikan yang ada.

¢dna, Kualitas Pemimpin. Tak petlu diragukan

besaran atau ketidakcakapan, kebijaksanadn atau
rifan, keefektifan atau ketidakmampuan dalam
pinan sangat berpengaruh tethadap kekuatan atau

yang dimiliki cleh suatu daerah. Karena pemimpin
akan suvatu variabel penting, maka dalam
wadapi globalisasi, orang-orang Melayu Riau

kan sosok pemimpin yang baik dari kalangan

a sendiri, memiliki kapabilitas, kredibel, dan memiliki

lan yang baik.

iga, BEfisiensi Orgadisasi-Birokrasi. Dalam
api dunia global yang serba cepat dan tepat guna,
| birokrasi seperti yang lalu harus segera dibenahi.

cgera dibentuk birokrasi yang efisien yang bisa
kan untuk mengimplementasikan’ kebijakan-

, terutama dalam hal yang menyangkut hubungan
unia luar.

Coempat, Hasrat Kebersamaan dan Persatuan

zat. Apapun dan sebesar apapun kekuatan-
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atan yang ada, tetaplah tidak akan menjadi kekuatan

ika tidak ada hasrat kebersamaan dan persatuan

kat. Persatuan masyatakat menjadi penting, katena

rcunia yang bagaimanapun, sebuah petjuangan hanya

ampai kepada tujuan;jika ada hasrat bersama [socials

sm}, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun
Sebuah perjuangan tanpa persatuan masyatakat

! cobesiveness] akan sulit untuk tercapai, apatah lagi

radapan dengan globalisasi. Hal inilah yang secara
enerus harus ditumbuhkan oleh orang Melayu
npa peduli, dari kelompok mana berasal.

Orang-orang Melayn Riau, hari ini sedang menuju
12l-hal di atas. Jika semua ini betjalan sebagaimaha
i1ya, maka kesejagatan [globalisasi] atau sebuah dunia

atas, bukanlah suatu hal yang mengetikan, tapi

sebuah dunia yang menarik, di mana orang-orang

Riau, akan dapat memberi dan mentransfer secara

ibang dalam kawah yang sama. g

¥a, seperti yang tersirat dari tulisan Saudara Edyanus

1an Halim ini, kita memang harus menangkap mo-

n otonomi yang ada dengan sebaik mungkin.
an-perbaikan pada semua lini harus terus dilakukan
suatu itikat baik membangun Riau. Tanpa itikat
rsama, semuafya akan tenggelam, dan teriakan

“dihan orang Melayu Riau akan terus bergetha

raimana teridkkan tokoh Orang Asing dalam katya

=t
-k

“amus: “Ibuku telah mati kematin, juga hati ini”
gi, tanpa usaha bersama dan itikat baik, kita akan
tenggelam.

Pekanbaru, Februati 2002
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